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Pihak yang Hadir: 
 
A. Kuasa Hukum Pemohon: 

 
1. Diana Pujiningsih  
2. Achmad Sukrisno 

3. Dusri Mulyadi 
4. Muhammad Abyan Al-Haqi  

 

B. DPR: 
 
1. Putri Ade Norvita Sari 

2. Najib Ali Mursyid 
 

C. Pemerintah: 

 
1. Henri Unesdo   (Kementerian Hukum) 
2. Marina Dyah Puspitasari  (Kementerian Hukum) 
3. Ari Prasetyo    (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 

4. Hari Kurniawan   (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 
5. Arief Setiawan   (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 
6. Riski Ismanto   (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 

7. Sukma Yoga    (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 
8. Anggi Purwitasari   (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 

 

 
 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.  
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).  
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: SUHARTOYO [00:43] 

 

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 
189[sic!] Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk 
umum.  

 
 
 
Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk 

kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir. Perkenalkan, Pak.  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [01:14] 

 
Assalamualaikum wr. wb.  
 

3. KETUA: SUHARTOYO [01:16] 
 
Waalaikumsalam.  

 
4. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [01:17] 

 

Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya 
Achmad Sukrisno selaku Kuasa Hukum dari PT Pelayaran Surya Bintang 
Timur dari LBH Laksmana Raja di Laut. Dengan didampingi tiga rekan 
saya, satu, Dr. Diana Pujiningsih, kemudian sebelah kanan saya, Dusri 

Mulyadi, dan sebelah kanan paling ujung, Abyan. Demikian, Yang Mulia. 
Terima kasih.  

 

5. KETUA: SUHARTOYO [01:45] 
 
Baik, terima kasih. Jadi, tadi salah sebut, Nomor 180 perkaranya, 

ya. 
Baik, dari DPR, silakan.  
 

6. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [01:56] 
 
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  

 
7. KETUA: SUHARTOYO [01:59] 

 
Waalaikumsalam.  

 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB 
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2 
 

 
 

8. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [02:00] 

 
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI, 

hari ini Kuasa DPR berhalangan hadir, Yang Mulia. Kami hadir, diwakili 

oleh Badan Keahlian yang ditugaskan saya, Putri Ade dan di sebelah 
saya Bapak Najib Ali. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.  

 

9. KETUA: SUHARTOYO [02:15] 
 
Baik, dari Presiden, Kuasa, silakan.  
 

10. PEMERINTAH: HENRI UNESDO [02:19] 
 
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami 

dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Kelautan, Bapak Ari 
Prasetyo, Bapak Hari Kurniawan, Bapak Riski, dan Bu Anggi.  

Kemudian, dari Kementerian Hukum, saya sendiri Henri Unesdo 

dan Marina. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

11. KETUA: SUHARTOYO [02:37] 

 
Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini seharusnya untuk 

mendengar keterangan DPR dan Presiden. Dari Presiden sudah bersurat 

dari kemarin bahwa untuk sidang hari ini minta penundaan 
keterangannya. Dari DPR bagaimana, Ibu, tadi?  

 
12. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [02:59] 

 
Betul, dari kami juga memohon penundaan. Begitu, Yang Mulia. 

Suratnya tuda ... baru kami sampaikan tadi di registrasi.  

 
13. KETUA: SUHARTOYO [03:06] 

 

Baik. 
 

14. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [03:07] 

 
Terima kasih. 
 

15. KETUA: SUHARTOYO [03:08] 
 
Itu, ya, Pemohon, bahwa DPR dan Presiden atau Pemerintah 

minta penundaan. Dan untuk Kuasa Presiden dari KKP, sebenarnya kami 

dari Majelis Hakim sudah menetapkan KKP sebagai Pihak Terkait 
sebenarnya. Termasuk yang akan kami panggil dari Majelis Hakim, 
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Bakamla TNI AL, kemudian dari kepolisan, Barharkam[sic!], untuk c.q.-

nya ke pol air. Nanti didiskusikan di internal Pemerintah, ya. Kalau bisa, 
KKP keluar dari Kuasa. Jika tidak, nanti ditunggu kepastiannya di sidang 
yang akan datang.  

Baik. Untuk memberi kesempatan Presiden dan DPR memberikan 
keterangan, sidang ditunda hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, pukul 
10.30 WIB, agendanya mendengar keterangan Presiden dan keterangan 

DPR. Kemudian, Para Pihak supaya tetap hadir, tanpa kami panggil.  
Terima kasih untuk penundaannya.  
Sidang selesai dan ditutup. 

 
 

 

  
 

Jakarta, 11 November 2025 

  Plh. Panitera, 
Syukri Asy’ari   

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB 
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